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ABSTRAK 

Manajemen Berbasis Sekolah merupakan wujud desentralisasi yang mana Manajemen 

Berbasis Sekolah adalah model manajemen yang memberikan sekolah otonomi dan 

kewenangan dalam mengelola sekolah secara mandiri. Manajemen Berbasis sekolah 

memiliki prinsip yang harus diterapkan dalam pengelolaan sekolah.  Penerapan prinsip 

Manajemen Berbasis sekolah dilakukan di seluruh fungsi-fungsi yang dapat 

didesentralisasikan termasuk pengelolaan keuangan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk 

mengetahui gambaran penerapan Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Negeri 10 Muaro 

Jambi. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori 

Pengelolaan dana BOS dari Soetjipto, dimana berdasarkan teori ini pengelolaan dana BOS 

dibagi menjadi empat aspek yaitu: 1) kegiatan perencanaan; 2) penggunaan dan pemanfaatan 

dana BOS; 3) pencatatan atas penggunaan dana BOS; 4) Pelaporan dana 

pertanggungjawaban dana BOS mengenai. Prinsip MBS berdasarkan Undang- Undang 

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional dan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 

tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Prinsip-prinsip tersebut tersebut 

yaitu 1.) Fleksibilitas; 2) Kemandirian; 3) Kemitraan; 4) Partisipasi; 5) Efektifitas; 6) 

Efisiensi; 7) Transparansi; dan 8) Akuntabilitas. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan 

prinsip Manajemen Berbasis Sekolah di dalam empat aspek pengelolaan dana BOS sudah 

cukup baik, tetapi prinsip partisipasi dalam kegiatan perencanaan belum terjalan dengan 

baik, sekolah belum melibatkan orang tua dalam kegiatan perencanaan. Dalam penggunaan 

dana BOS dari hasil perhitungan efisiensi serta dari pelaksanaan anggaran program sekolah 

tidak efisien. Penerapan prinsip transparansi juga belum dilakukan, serta prinsip 

akuntabilitas belum terjalin dengan baik. 

Kata Kunci: Manajemen Berbasis Sekolah, Penerapan, Prinsip, Pengelolaan, dana 

BOS, SMP Negeri 10 Muaro Jambi 
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ABSTRACT 

School-Based Management is a form of decentralization where School-Based Management 

is a management model that gives schools autonomy and authority in managing schools 

independently. School-based Management has principles that must be applied in school 

management.  The application of the principles of school-based management is carried out 

in all functions that can be decentralized including financial management. This study aims 

to find out an overview of the application of School-Based Management at SMP Negeri 10 

Muaro Jambi. This type of research is a descriptive qualitative research using the theory of 

BOS fund management from Soetjipto where based on this theory management and BOS 

are divided into four aspect : 1 ) planning activities; 2) the use and utilization of BOS funds; 

3) recording of the use of BOS funds; 4) Reporting of the BOS fund accountability fund 

regarding. This study discusses the application of School-Based Management in bos fund 

management. The SBM principle is based on Law Number 19 of 2005 concerning National 

Standards and Permendikbud Number 8 of 2020 concerning Technical Guidelines for School 

Operational Assistance. Those principles are 1.) Flexibility; 2) Independence; 3) 

Partnerships; 4) Participation; 5) Effectiveness; 6) Efficiency; 7) Transparency; and 8) 

Accountability. The result of this study is that the application of the principles of School-

Based Management in the four aspects of BOS fund management is quite good, but the 

principle of participation in planning activities has not been carried out properly, schools 

have not involved the elders in the preparation of RKAS. The use of BOS funds from the 

results of efficiency calculations as well as from the implementation of school program 

budgets is inefficient. The application of the principle of transparency has also not been 

carried out, and the principle of accountability has not been well established. 

Keywords: School-Based Management, Application, Principles, Management, BOS 

funds, SMP Negeri 10 Muaro Jambi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Negara Indonesia dalam sistem pemerintahannya menerapkan asas desentralisasi, 

desentralisasi merupakan konsep dalam sistem pemerintahan, dimana pemerintah pusat 

mendelegasikan wewenang nya kepada pemerintah tingkat yang lebih rendah untuk 

menjalankan serta mengurus urusan wilayahnya sendiri.   Tujuan penerapan desentralisasi 

adalah untuk mendorong tingkat efisiensi dan efektifitas fungsi pelayanan publik kepada 

seluruh tingkatan kelas masyarakat. Asas desentralisasi yang diterapkan di Indonesia 

diwujudkan dan dikenal dengan bentuk Otonomi Daerah.  

    Hakikatnya otonomi daerah ialah kewenangan, kewajiban, hak, serta tanggung jawab 

pemerintah daerah dalam mengarahkan, mengelola, mengurus serta menjalankan rumah 

tangga daerah yang bersangkutan. Otonomi sebagai wujud desentralisasi memberikan 

keleluasaan dan kebebasan pemerintah daerah dalam mengurus serta menjalankan 

pemerintahan, kebebasan dan keleluasaan yang diberikan agar mampu memberikan 

pelayanan yang maksimal dan prima kepada seluruh lapisan masyakat. 

    Otonomi daerah yang merupakan hasil dari reformasi memberikan dampak perubahan 

yang luar biasa terhadap tatanan pemerintahan di Indonesia termasuk di bidang pendidikan. 

Perubahan yang mendasar pada bidang pendidikan salah satunya perubahan administrasi 

negara/pemerintahan dari yang awalnya manajemen berbasis pada pusat berubah menjadi 

manajemen yang berbasis pada daerah. Perubahan manajemen ini secara resmi serta sah 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang 

kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah 

Daerah. Kemudian, pada tahun 2014 undang-undang tentang pemerintah disempurnakan 
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lagi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Selain itu 

Undang-Undang yang memiliki pengaruh terhadap perubahan tatanan pemerintahan adalah 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua undang-undang tersebut berdampak 

pada manajemen pendidikan yang berubah dari manajemen sekolah yang sentralisasi pada 

pusat menjadi manajemen berbasis sekolah. (Hamid, 2007). 

Bidang pendidikan merupakan hal penting, hal ini ditunjukkan dengan bidang 

pendidikan menjadi salah satu target dari 17 target utama Sustainable Development Goals 

atau SDG’s. SDG’s memiliki arti dalam bahasa indonesia yaitu pembangunan berkelanjutan 

yang merupakan sebuah program pembangunan global yang dilahirkan dari kesadaran dan 

kesepakatan bersama 189 negara yang tergabung di dalam keanggotaan Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB). SDG’s adalah gerakan lanjutan dari program sebelum yaitu 

Millennium Development goals (MDG’s) yang merupakan gerakan awal sebelum SDG’s. 

Tujuan dari gerakan SDG’s ini salah satunya adalah memastikan bahwa terselenggaranya 

pendidikan yang memiliki kualitas serta menjamin pendidikan terselenggara secara inklusif, 

merata dan tidak mendiskriminasi serta meningkatkan harapan masyarakat untuk belajar tanpa 

ada batasan merupakan tujuan utama atau Goals yang terdapat pada SDG’s nomor empat. 

    Selaras dengan SDG’s pemerintah Indonesia menyadari bahwa pendidikan sangat 

penting dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. sistem pendidikan yang baik dan 

berkualitas dapat membentuk dan meningkatkan masyarakat Indonesia yang berintegritas 

dan berintelegensi. Pemerintah Indonesia telah lama menyadari bahwa sistem pendidikan 

yang baik juga mampu membuat sumber daya manusia Indonesia mampu bersaing serta 

pendidikan yang baik mampu mengantarkan Indonesia memenuhi tujuan negara yang 

tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. 
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Tujuan dari pendidikan sendiri sudah tercantum dalam Tap MPR No II Tahun 1960 (1960) 

yang mengemukakan bahwa tujuan dari pendidikan ialah mencetak generasi ke arah 

mewujudkan sumber daya manusia yang sesuai dengan pancasila sehingga dapat 

bertanggungjawab sebagai masyarakat yang adil serta memiliki daya spiritual yang tinggi. 

    Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

dan Daerah memberikan dampak yang luar biasa bagi pengelolaan pendidikan, yaitu 

perubahan orientasi pengelolaan pendidikan yang pada mulanya sentralisasi atau terpusat 

menjadi pengelolaan yang desentralisasi.  

    Perwujudan desentralisasi dalam manajemen dan pelaksanaan bidang pendidikan 

dalam hal ini termasuk di dalamnya pengelolaan di tingkat sekolah. Alternatif perwujudan 

desentralisasi dalam pengelolaan di tingkat sekolah adalah pelaksanaan manajemen berbasis 

sekolah (School base management) 

    Manajemen berbasis sekolah (MBS) merupakan salah satu realisasi dari reformasi di 

bidang pendidikan. Secara harfiah, manajemen berbasis sekolah berasal dari tiga kata: 

manajemen, berbasis, dan sekolah. Manajemen berbasis sekolah diterjemahkan langsung 

dari School-Base Management. Pada tahun 1970 kata ini muncul di Amerika sebagai opsi 

dari perubahan dari manajemen pendidikan atau manajemen sekolah.  

Wohlstetter dan Mohrman (Nurkholis, 2003) mengenai definisi dari MBS memberikan 

pendapatnya. Bahwa secara luas Manajemen Berbasis Sekolah memiliki arti pendekatan 

politik guna menyusun ulang organisasi sekolah dengan memberikan otoritas dan 

keleluasaan sekolah kepada orang yang ikut berpartisipasi dalam ruang lingkup lokal untuk 

mendorong sekolah untuk lebih maju. Orang tersebut ialah kepala sekolah, guru, konselor, 

pengembang kurikulum, administrator, orang tua siswa, masyarakat di sekitar dan siswa.   
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Manajemen Berbasis Sekolah jika dilihat dari sudut pandang yang lebih kecil mengacu 

hanya pada perubahan di bidang tertentu saja. dikemukakan oleh Kubick (Nurkholis, 2003). 

MBS mengalihkan tanggung jawab pengambilan keputusan dari pemerintah daerah ke 

sekolah terkait anggaran, kepegawaian, dan kurikulum. MBS memberikan hak kepada 

kepala sekolah, guru, siswa dan orang tua untuk mengelola proses pendidikan. 

Manajemen Berbasis sekolah memiliki definisi sebagai realisasi desentralisasi 

kewenangan pengambilan keputusan di tingkat sekolah yang meliputi tiga bidang yaitu, 

anggaran tenaga pendidik dan kependidikan, serta bidang kurikulum. Dalam Model 

manajemen MBS kewenangan dan otoritas pemerintah pusat diturunkan ke pemerintah 

daerah. Selanjut dari pemerintah daerah diturunkan ke pengawas dari pengawas turun ke 

kepala sekolah dan seterusnya sampai orang tua siswa. 

Departemen Pendidikan Nasional (2002) mendefinisikan Manajemen berbasis sekolah 

merupakan model manajemen pendidikan, dimana otonomi lebih besar kepada sekolah 

memberikan keluwesan kepada sekolah, sehingga mendorong stakeholder berpartisipasi 

secara langsung untuk meningkatkan mutu sekolah kebijakan pendidikan nasional dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pada intinya, MBS merupakan bentuk model dari manajemen pendidikan yang 

memberikan hak, kewenangan, dan otoritas terhadap sekolah dalam mengelola hal-hal yang 

dimiliki sekolah  secara participative, mandiri serta akuntabel sehingga mampu 

meningkatkan mutu dan kualitas sekolah. 

 Munculnya manajemen berbasis sekolah ialah pengaruh dari lahirnya desentralisasi, 

pengelolaan pendidikan sebagaimana diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 
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32 Tahun 2004 serta terbitnya Undang-Undang nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan 

Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom.  

Manajemen Berbasis sekolah adalah program nasional yang tercantum dan dimuat 

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun (2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 

51 ayat 1 mengatakan “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip 

manajemen berbasis sekolah atau madrasah”. Manajemen berbasis sekolah juga tercantum 

pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 49 

ayat 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun (2005)mengatakan bahwa “Pengelolaan satuan 

pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan MBS yang 

ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas”. 

Menurut Depdiknas (Nurkholis, 2006) fungsi-fungsi yang dapat didesentralisasikan 

dalam Manajemen Berbasis Sekolah adalah: 

1. Perencanaan dan evaluasi program 

2. Pengelolaan kurikulum 

3. Pengelolaan proses belajar mengajar 

4. Pengelolaan ketenagaan  

5. Pengelolaan peralatan dan perlengkapan sekolah 

6. Pengelolaan keuangan 

7. Pelayanan siswa 

8. Hubungan sekolah dan masyarakat 

9. Pengelolaan iklim sekolah 
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Dalam pengelolaan sekolah salah satu aspek penting adalah aspek keuangan yaitu biaya 

pendidikan. Aspek biaya merupakan aspek utama sekolah yang digunakan dalam membiayai 

semua pembiayaan pendidikan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Permasalahan 

yang terdapat dalam pelaksanaan anggaran pendidikan diantarnya adalah bagaimana cara 

untuk mencukupi segala keperluan yang dibutuhkan satuan pendidikan dan bagaimana 

mengakomodir masyarkat yang berada di keadaan tidak mampu dalam mendapat haknya di 

bidang pendidikan dengan baik dan layak. Untuk membenahi dan mengatasi permasalahan 

yang timbul Kementerian Pendidikan mengambil kebijakan pemberian Bantuan Operasional 

Sekolah untuk sekolah yang sudah terdaftar pada Dapodik.  

Dana Bantuan Operasional Sekolah menjadi aksi pemerintah dalam mendorong 

terciptanya iklim pendidikan yang mempunyai mutu dan merealisasikan sistem pendidikan 

yang merata serta mampu didapat semua orang. Dana BOS menunjang program yang 

mewajibkan masyarkat belajar selama 12 yang digalakkan oleh pemerintah. Dana BOS juga 

memberikan kesempatan pada masyarakat yang tidak mampu, sehingga masyarakat tidak 

mampu dapat menjangkau pendidikan wajib. Hal ini merupakan usaha pemerintah 

memenuhi target Sustainable Development Goal’s nomor empat yaitu menciptakan sistem 

pendidikan yang dapat didapatkan seluruh rakyat serta menaikan angka kesempatan belajar 

masyarakat. 

Untuk membantu biaya pendidikan, Dana Bantuan Operasional sekolah diberikan bagi 

masyarakat indonesia. Seperti yang dikemukakan oleh Mulyono (2010) BOS merupakan 

suatu program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional dan 

personalia sekolah. Program Bantuan Operasional Sekolah dikomandani oleh Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, yang dalam pelaksanaannya penyaluran dan pengelolaan dan 
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BOS wajib berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis yang diterbitkan oleh Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama.  

 Pemberian Dana Bantuan Sekolah (BOS) kepada sekolah pertama kali diterapkan pada 

Juli 2005 dengan menentukan target dari seluruh murid sekolah tingkat dasar (SD dan SMP) 

dan satuan pendidikan lain yang sederajat. Dana BOS Menengah juga diberikan dan 

disalurkan oleh pemerintah kepada seluruh satuan pendidikan menengah di Indonesia (SMA 

dan SMK) baik negeri maupun swasta.  

    Pemberian Dana Bantuan Sekolah yang diberikan pada satuan pendidikan menengah 

pertama (SMP) disebut BOS SMP. Program Dana BOS SMP adalah program pemberian 

dana langsung ke SMP. Besaran dana BOS setiap sekolah SMP tidak sama dihitung dari  

total siswa yang terdaftar di SMP tersebut. Dana BOS dihitung dari jumlah masing-masing 

sekolah dikalikan satuan biaya (unit cost) BOS SMP. Satuan Biaya program BOS SMP 

berdasarkan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Juknis BOS SMP Tahun 2020 

pasal 6 besaran satuan biaya Dana BOS SMP sebesar Rp 1.100.000, - (satu juta seratus ribu 

rupiah) per 1 (satu) orang peserta didik SMP setiap 1 (satu ) tahun. 

    Program Dana BOS SMP dilaksanakan harus mengikuti Petunjuk Teknis (Juknis) BOS 

SMP, dimana pengelolaannya mengutamakan konsep MBS . masyarakat. Sekolah memiliki 

tugas untuk secara mandiri meneliti, memprioritaskan, mengalokasikan dan mengelola 

sumber daya, dan mempertanggungjawabkan sumber daya yang dikelola pada pemerintah 

dan masyarakat. 

    SMP Negeri 10 Muaro Jambi merupakan satuan pendidikan negeri yang menerima 

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pada tahun 2020 SMP Negeri 10 Muaro Jambi 
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menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah dengan total penyaluran sebesar Rp 

341.880.000 yang disalurkan dalam tiga tahap sebagai berikut: 

Tabel  1 Dana Bantuan Operasional Sekolah SMP Negeri 10 Muaro Jambi Tahun 

2020 (Tahap 1 s/d 3) 

Tahap I ( Januari-April 2020) Rp  101.970.000 

Tahap II ( Mei-Agustus 2020) Rp 135.900.000 

Tahap III ( September- Desember 2020) Rp  104.010.000 

Jumlah  Rp 341.880.000 

Sumber: diolah Penulis berdasarkan Laporan SPJ Dana Operasional Sekolah SMP Negeri 10 

Muaro Jambi Tahun 2020(2020a) 

 

Menurut dari tabel1 dana BOS yang diterima SMP Negeri 10 Muaro Jambi pada tahap 

pertama berjumlah Rp 101.970.000, pada tahap kedua diterima sebesar Rp 135.900.000, dan 

pada tahap ketiga berjumlah sebesar Rp 104.010.000 

Pada penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah sering terjadi keterlambatan 

penyaluran oleh pemerintah pusat. Dana Bantuan Operasional sekolah SMP Negeri 10 

Muaro Jambi tahun 2020 tahap I seharusnya disalurkan pada awal bulan Januari 2020, 

namun pada tahap satu ini Dana BOS diterima pada tanggal 14 Februari tahun 2020. Pada 

tahap ke II penyaluran Dana BOS SMP Negeri 10 Muaro Jambi diterima pada tanggal 16 

Juni 2020 yang seharusnya pada awal Mei sudah harus diterima. Keterlambatan juga terjadi 

pada tahap ke III penyaluran Dana BOS yang seharusnya penyaluran diterima pada bulan 

September, tetapi penyaluran Dana BOS diterima oleh sekolah pada tanggal 16 November 

2020.  

    Selain itu, dalam pelaksanaan dana BOS tahun 2020 dikarenakan pandemi COVID-19 

terdapat perubahan alokasi dana pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) 

tahun 2020. Terdapat perubahan pada rencana kegiatan pembelajaran dan ekstrakulikuler, 
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dimana dana kegiatan tersebut dialihkan untuk dana pencegahan dan penanggulangan 

COVID-19.  

Tabel  2 Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Kegiatan Pembelajaran dan 

Ekstrakulikuler SMP Negeri 10 Muaro Jambi Tahun 2020 

Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakulikuler  

Belanja Pegawai 

Kegiatan Anggaran (Rp) 

Honor Pelatih Pramuka Rp 6.000.000 

Honor Pendamping O2SN dan FLS2N Rp 1.500.000 

Transport Pembina / Pendamping/Pelatih 

O2sn,Fls2n, LCC dan Olimpiade   

 

Rp 2.500.000 

Transport Pembina Pramuka, PMR, Seni 

Tradisional  

 

Rp 3.000.000 

 

Jumlah Rp 13.000.000 
Sumber : diolah penulis berdasarkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah sebelum 

perubahan tahun 2020(2020b) 

    Tabel 2 merupakan rencana kegiatan dan anggaran kegiatan pembelajaran dan 

ekstrakulikuler sebelum perubahan, dimana pada RKAS alokasi dana BOS pada kegiatan 

tersebut pada dana belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp 13.000.000 namun, pada 

pelaksaannya alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk belanja pegawai kegiatan 

pembelajaran dan ekstrakulikuler dialihkan. 

Pemerintah melalui program Dana BOS memberikan dana bantuan kepada satuan 

pendidikan untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah untuk meningkatkan mutu 

pendidikan. Sekolah yang menerima Dana BOS wajibkan untuk mengikuti peraturan yang 

ditetapkan. Sekolah juga mempunyai kewenangan untuk mengatur dengan mandiri 

pengelolaan sekolah termasuk di dalamnya pengelolaan dana. Oleh karena itu, Penerapan 

prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sangat penting dalam pengelolaan sekolah. 

Tidak hanya untuk menjamin tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan, MBS juga 

memastikan bahwa kewenangan sekolah juga ter jalan dengan baik sehingga mendukung 



 

22 
 

efisiensi sekolah yang lebih mandiri dan profesional, mengembangkan dan menetapkan 

strategi pelaksanaan program sekolah, dan memungkinkan arah pengembangan pendidikan 

sekolah sesuai dengan tuntutan masyarakat akan kualitas layanan pembelajaran. sekolah. 

Pentingnya Manajemen Berbasis Sekolah dalam Pengelolaan Dana BOS sebagaimana 

dijelaskan di latar belakang ini membuat penulis memutuskan untuk meneliti mengenai 

“Penerapan Prinsip Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Pengelolaan Dana Bantuan 

Operasional Sekolah di SMP Negeri 10 Muaro Jambi Tahun Anggaran 2020” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah Bagaimana Penerapan Prinsip Manajemen Berbasis Sekolah dalam pengelolaan 

Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 10 Muaro Jambi Tahun Anggaran 2020? 

C. Tujuan Penelitian  

    Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa serta mengetahui Penerapan Prinsip 

Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di 

SMP Negeri 10 Muaro Jambi Tahun Anggaran 2020. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis  

    Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan dan ilmu 

pengetahuan dalam kajian ilmu administrasi publik khususnya di bidang keuangan negara 

dan dapat menjadi acuan kepustakaan mengenai penerapan prinsip manajemen berbasis 

sekolah terkhusus dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) 

2. Manfaat Praktis  
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Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang diangkat 

serta memberikan saran dan masukan yang bermanfaat bagi instansi terkait dan pihak yang 

berkepentingan dalam hal ini SMP Negeri 10 Muaro Jambi mengenai penerapan prinsip 

manajemen berbasis sekolah dan juga penelitian ini dapat dijadikan acuan dan rujukan dalam 

meningkatkan kualitas pengelolaan SMP Negeri 10 Muaro Jambi sehingga baik dan optimal 
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